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Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Indonesia
Melalui Pelaporan Terstandar
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Abstrak: Penelitian ini menyelidiki implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang
akuntabilitas keuangan di Desa Nogosari, Rambipuji, Jember. Meskipun telah mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 Tahun 2018, yang menguraikan akuntabilitas keuangan desa, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan
semua komponen yang diamanatkan. Secara khusus, Pemerintah Desa hanya memenuhi empat dari tujuh aturan yang
disyaratkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 01. Dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti yang diusulkan oleh Nazir (2009),
penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam penerapan kerangka kerja peraturan yang lengkap. Penelitian
ini bertujuan untuk mendorong perbaikan peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa
bersifat komprehensif, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Temuan-
temuan penelitian ini menunjukkan implikasi yang signifikan terhadap modifikasi kebijakan dan potensi perbaikan tata
kelola keuangan di tingkat desa.
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Abstract: This study investigates the implementation of the Governmental Accounting
Standard Statement (PSAP) No. 01 on financial accountability in Nogosari Village,
Rambipuji, Jember. Despite adherence to the Minister of Home Affairs Regulation No.
20 of 2018, which outlines village financial accountability, discrepancies exist in
compliance with all mandated components. Specifically, the Village Government has
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fulfilled only four out of the seven required rules for financial accountability reports as
stipulated by PSAP No. 01. Utilizing a descriptive research method with a qualitative
approach as proposed by Nazir (2009), the study identifies a gap in the complete
application of regulatory frameworks. The research aims to encourage enhanced
government regulation to ensure that village financial reports are comprehensive,
accountable, and transparent, aligning fully with Government Regulation No. 71 of
2010. The findings suggest significant implications for policy modification and the
potential improvement of financial governance at the village level.

Keywords: Financial Accountability, Village Governance, Regulatory Compliance

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah hasil kesepakatan antara
pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa rancangan tahunan
perihal keuangan desa serta sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi pengeluaran

maupun dana yang dibutukan apabila mengalami defisit/surplus nantinya (Az-Zahra et al.,
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2023). Pada dasarnya APBDes menjadi hak bagi Pemerintah Desa untuk disesuaikan
terhadap wewenang dan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan dengan selalu
berdasarkan asas keadilan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Islamy &
Andriani, 2022). UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas Desa menyebutkan ketika
menyelenggarakan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas untuk seluruh kegiatan
pengelolaan, tak terkecuali dalam hal mengelola dana desa (Oktavia et al., 2022).

Segala bentuk harta desa baik dalam bentuk uang maupun barang penunjang
terlaksananya hak dan kewajiban desa, pengelolaannya harus terbuka (transparan) dan
dapat dipertanggungjawabkan (Hariatih & Sukardi, 2021). Dijelaskan dalam Akuntansi Desa
bahwa dalam mengelola keuangan desa diwajibkan untuk melaporkan keuangannya dalam
bentuk laporan pertanggungjawaban. Secara hukum juga dijelaskan bahwa pemerintah
desa wajib hukumnya untuk membuat laporan perihal kinerja keuangannya pada
pemerintah pusat dan juga masyarakat desa, seperti yang tersaji dalam Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 yang membahas pedoman mengelola keuangan desa (Lubis, 2019).

Mengelola keuangan publik, yaitu desa memiliki beberapa tujuan pokok yang salah
satunya yaitu akuntabilitas seperti yang ada pada PP Nomor 71 Tahun 2010 (Desnovira,
2019). Akuntabilitas yang dimaksud ialah mempertanggungjawabkan keuangannya secara
lengkap perihal komponen-komponen yang disajikan, cermat perihal isi yang dilaporkan,
dan dilaporkan dengan tepat waktu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan
desa atau sering juga disebut (Puspa & Prasetyo, 2020).

dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes (Rilmayanti,
2020). Laporan pertanggungjawaban APBDes menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah
desa dan erat kaitannya dengan laporan penyelenggaraan desa untuk diinformasikan ke
masyarakat umum baik berupa tulisan dan juga dapat secara lisan melalui sebuah
pertemuan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disusun tiap akhir periode
dimana yang menyampaikan ialah Kepala Desa dengan dibantu oleh pihak-pihak yang
bersangkutan seperti sekretaris dan bendahara desa. Tiga pokok unsur yang harus ada
dalam laporan pertanggungjawaban APBDes adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan
(Az-Zahra et al., 2023).

Atas dasar pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan,
pemerintah menetapkan suatu pedoman berupa standar akuntansi untuk para pelaku
pengelolah keuangan publik. SAP merupakan standar akuntansi yang prinsip-prinsip di
dalamnya digunakan oleh pemerintah pusat hingga desa sebagai pedoman untuk
menyusun laporan keuangan (Albertus Karjono & Riani Sulistianingsih, 2020). Tujuan dari adanya
SAP adalah untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban keuangan Pemerintah
yang semula berbasis kas menjadi akrual (Hasanah & Fauzi, 2017). Akrual yang dimaksud ialah

berdasarkan pada hak dan kewajiban yang diakui, sehingga tidak lagi hanya didasari oleh
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arus kas (Republik Indonesia, 2020). Memahami SAP dengan baik juga berpengaruh pada
meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja suatu pelaporan keuangan desa
(Rahmah & Zulkifli, 2018). Pemahaman tersebut sebagai dasar dalam menerapkan SAP
sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam penyaluran dana oleh pemerintah pusat
kepada desa-desa yang transparan dan akuntabel. Tak hanya itu, akuntabilitas keuangan
desa juga sebagai upaya pemerintah memperbaiki kinerja pemeritahan (Kusmandani,
2022).

Kinerja keuangan akan meningkat seiring dengan penyusunan laporan keuangan
yang menerapkan SAP dengan baik di dalamnya (Sunarti et al., 2018). Penerapan tersebut
dilakukan agar para investor tertarik untuk menanam saham pada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), sehingga warga desa makin sejahtera dan dapat melaksanakan pembangunan
nasional lebih baik optimal (Lubis, 2019). Hasil penelitian terdahulu oleh (Satria & Fatmawati,
2021) yang menjelaskan Penerapan SAP pengaruhnya sangat signifikan dan menunjukkan
pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, dimana melalui penerapan
SAP dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan. Adapun komponen yang harus ada
dalam laporan keuangan berdasar pada PSAP No. 1 ada tujuh, yakni: (1) Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4)
Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas,
dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Republik Indonesia, 2020).

Pertama, LRA merupakan sajian alokasi beserta penggunaan dana yang telah
dikelola oleh pemerintah desa selama satu periode (Albertus Karjono & Riani Sulistianingsih, 2020).
Komponen dalam LRA terdiri dari transfer, belanja, pendapatan LRA, pengeluaran dan
penerimaan pembiayaan, SILPA/SIKPA (sisa lebih atau kurang) (Majid, 2019). Kedua,
Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih menginformasikan naik/turunya saldo
anggaran lebih (SAL) memuat saldo anggaran lebih awal, koreksi, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), serta sisa anggaran lebih akhir (Desnovira, 2019).
Ketiga, Neraca memberikan gambaran posisi keuangan desa perihal aset, kewajiban, dan
ekuitas (Sululing et al., 2018). Keempat, LAK menginformasikan perihal sumber kas,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas
dan setara kas yang didalamnya mencakup komponen pendanaan, investasi, transitori, dan
aktivitas operasi (Yudiarta, 2018). Kelima, LO menggambarkan kegiatan operasional daerah
yang mencakup beberapa pos yaitu pendapatan operasional dan non operasional, surplus
atau defisit, beban kegiatan, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO (Kusmandani, 2022).
Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menginformasikan perbandingan naik dan
turunnya ekuitas antara periode pelaporan saat ini dan tahun yang lalu (Sebelumnya).
Ketujuh, CaLK berisi catatan yang merinci dan menganalisis sajian komponen-komponen
di atas (Majid, 2019).
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Selain kewajiban dalam mencantumkan komponen-komponen di atas, dalam PSAP
No. 02 juga terdapat ketentuan lamanya waktu membuat laporan, yaitu setidaknya satu kali
dalam satu tahun dan dilaporkan tepat waktu (Republik Indonesia, 2020). Sangatlah
penting pihak pemerintahan desa guna menerapkan SAP di kala pengelolaan keuangan
desa (Sunarti et al, 2018). Tentunya dengan tujuan agar dapat transparan dalam
menginformasikan kepada masyarakat perihal penggunaan anggaran dana dan program-
program desa dapat diketahui oleh masyarakat, mendorong kinerja, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat (Rahmah & Zulkifli, 2018). Sehingga, saat ini dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban keuangan desa haruslah mengacu pada PSAP No. 01 agar
pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat transparan dan akuntabel (Oktavia et al,,
2022).

Tak sedikit ditemukan laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAP No. 1,
dikarenakan dalam penyelenggaraannya belum benar-benar menyesuaikan dengan PSAP
No. 1, Bukti yang menguatkan pernyataan tersebut ialah dengan temuan hasil audit (intern
dan ekstern) (Noho & Ali, 2021). Tidak sedikit penelitian terdahulu yang membahas hal
tersebut. Seperti (Az-Zahra et al., 2023) yang dilakukan di Desa Bukit Selamat Keamatan
Besitang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa desa tersbeut belum menerapkan PSAP
No. 01 sebagai standar penyusunan laporan keuangan desa. Begitupun

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2019) di Desa Usortolang,
(Hariatih & Sukardi, 2021) di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima, (Septiani & Susilowati,
2022) di Desa Tugu dan Desa Krosok Kecamatan Sendang, serta (Aisyah, 2018) di Kabupaten
Takalar dengan hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang digunakan sebagai
acuan pemerintah desa belum sesuai dengan PSAP No. 01 dalam penerapannya.

Selain itu, hasil observasi awal penelitian yang dilakukan di Desa Nogosari
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, juga ditemukan bahwa desa tersebut belum
sepenuhnya menerapkan PSAP No.01 yaitu dalam pelaporannya masih mengacu pada
standar yang lama dimana masih berasaskan pada kas bukan akrual. Desa Nogosari
mempunyai sumber pendanaan pokok yakni melalui pemerintahan daerah yaitu
pengalokasian dana desa, sehingga untuk menjalankan wewenang dan kewajiban
mengatur pelaporan finansial harus disesuaikan dengan PSAP No. 01 agar dapat dijalankan
dengan terbuka dan akuntabilitas tinggi, seperti yang dijelaskan oleh (Republik Indonesia,
2020) dimana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai perwujudan dari
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, dengan begitu setidaknya
menyajikan berbagai jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang seharusnya ada
seperti pada SAP. Guna menciptakan pemerintahan yang terbebas dari hal-hal negatif
dalam penyelenggaraannya, pemerintah menaruh harapan dan juga keinginan yang besar

pada keuangan desa yang dikelola dengan prinsip keterbukaan (transparan) dan akuntabel
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sebagai cara yang tepat dalam mewujudkannya (Hariatih & Sukardi, 2021). Dari penjabaran
masalah di atas, dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan mengidentifikasi kesesuaian
laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten

Jember dengan PSAP No. 01 yang diterapkan di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini akan memperoleh hasil berupa data
deskriptif dari objek yang diamati (Lubis, 2019). Data dianalisis menggunakan alur yang
dirumuskan oleh (Aisyah, 2018), yakni dengan kegiatan mengumpulkan data, menyajikan
data, dan menarik verifikasi(Fitriyah et al., 2021).

Hasil temuan disimpulkan menggunakan teknik wawancara secara langsung
bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan desa untuk diperolehnya data primer, sedangkan guna
memperoleh data sekunder berupa dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa
dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk
memperoleh informasi dan juga data yang dibutuhkan untuk penelitian (Sugiyono, 2016).

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif, yakni menafsirkan fakta-fakta
dari data tersebut, kemudian mengembangkannya sesuai suatu pola hubungan hingga
dapat ditarik kesimpulan (Hariatih & Sukardi, 2021). Analisis data diawali dengan
membandingkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan PSAP No.
01, kemudian data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung dari hasil
perbandingan dokumen tersebut hingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai

kesesuaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan PSAP No. 01.

Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian yang didapatkan menggunakan observasi, wawancara
mendalam dapat dijelaskan sebagai berikut(Aziiz & Prastiti, 2019):
1. Setiap akhir tahun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporan oleh Kepala
Desa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota.
Pernyataan Kepala Desa saat wawancara yaitu bahwa:
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan keuangan yang sumbernya dari
APBDes kami membuat pertanggungjawaban keuangan desa tiap tahunnya, biasanya di akhir
tahun” (Wawancara EH Pukul 11.15 Tanggal 17/April/2023)(Ridwan, 2019).
2. Laporan pertanggungjawaban yang dijelaskan dalam ayat (1) memuat 7 jenis laporan,
yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih, neraca,

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas
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laporan keuangan. Menurut keterangan Bendahara Desa, Desa Nogosari menyelesaikan
4 jenis laporan dari 7 jenis laporan yang ada, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan(Idawati, 2019).

Hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Belum sebanyak itu, kalau di sini Cuma ada 4 macam laporan kalau tidak salah. Nah seperti yang
di laporan ini ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan
keuangan. Tetapi untuk laporan operasionalnya pedomannya masih SAP yang lama, karena masih
ada biaya belanjanya” (Wawancara MRC Pukul 11.42 Tanggal 17/April/2023)

3. Berdasarkan pada hasil dari ayat (2) Kepala Desa menjelaskan bahwa akan terus

melakukan penyesuaian dengan PSAP yang terbaru dan akan terus berkembang
melengkapi laporan-laporan sesuai PSAP No.1 di tahun-tahun selanjutnya
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa:
“Ya meskipun masih belum sesuai sepenuhnya, sejauh ini kami masih terus belajar dan dalam fase
penyesuaian dengan PSAP yang terbaru, jadi sejauh ini ada komponen yang sudah sesuai dengan
PSAP dan masih ada juga yang mengadaptasi dari standar yang lama. Tetapi akan terus
berkembang dan memperbaiki kedepannya” (Wawancara EH Pukul 11.28 Tanggal
17/April/2023)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan
desa yang digunakan oleh setiap Desa dalam Menyusun APBDes dan melakukan
pengelolaan keuangan Desa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Pemendagri) No. 20 Tahun 2018 dalam bagian kelima pasal 70 yang menjadi
acuan untuk mengerahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
No. 01 dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember(JAYA, 2019; Murdayanti & Puruwita, 2019).

1. Setiap akhir tahun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporan oleh Kepala
Desa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota.
Setiap tahunnya, Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten
Jember melalui camat melaporkan pertanggungjawabannya kepada Bupati. Peraturan
mengenai pelaporan pertanggungjawaban APBDesa ada pada bagian kelima Pasal 70
dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap
akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporan oleh
Kepala Desa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota. Apabila dibandingkan, PSAP No.
01 di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tersebut telah selaras
dengan kriteria dalam pemendagri tersebut.
Observasi awal penelitian menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Nogosari di setiap akhir tahun
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anggaran. Hasil observasi tersebut diperkuat dengan analisis dokumen yang bersumber
pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Nogosari. Pada dokumen
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Nogosari tertera tanggal
dilaporkannya pertanggungjawaban yakni di akhir tahun anggaran. Begitupun dengan
data menyeluruh dari wawancara bersama perangkat desa serta hasil analisa peneliti
yang menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes dalam
pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah selaras
dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018(Fiddin, 2021).

Penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Nogosari
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah selaras dengan Pasal 70 ayat 1 dalam
Permendagri No.20 Tahun 2018. Kesesuaian yang dimaksud ialah Kepala Desa telah
melaporkan hasil realisasi APBDes di setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui
camat. Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menyampaikan
realisasi APBDes kepada perwakilan masyarakat desa yaitu Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Hal tersebut berarti bahwa Kepala Desa benar-benar telah menyampaikan
hasil dari realisasi APBDes disetiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban yang dijelaskan dalam ayat (1) memuat atas 7 jenis
laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan
atas laporan keuangan. Menurut keterangan Bendahara Desa, Desa Nogosari
menyelesaikan 4 jenis laporan dari 7 jenis laporan yang ada, yaitu laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan(Afriansyah et
al., 2022).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa
Pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah membuat
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang beracuan pada PSAP No.01. Tetapi
jika dibandingkan dengan aturan PSAP No. 01, laporan pertanggungjawabannya masih
kurang lengkap. Masih terdapat beberapa jenis laporan yang belum disajikan di dalam
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh perangkat desa. Hasil analisis
dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga dijumpai beberapa unsur
yang berbeda dari PSAP No. 01(Rivan & Maksum, 2019).

Berdasarkan hasil menyeluruh wawancara dan hasil analisis peneliti, peneliti
menemukan bahwa Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah
membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang beracuan pada PSAP
No.01. Namun, perangkat desa dalam penyusunan laporan hanya memuat empat dari
tujuh jenis laporan yang harus ada dalam laporan pertanggungjawaban realisasi

APBDes. Keempat jenis laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
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Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila beracuan pada
PSAP No.01, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes harus memuat tujuh jenis
laporan, yakni: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga, laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes yang disusun Desa Nogosari belum menyajikan 1) Laporan Perubahan Awal
Saldo Anggaran Lebih, 2) Laporan Arus Kas, dan 3) Laporan Perubahan Ekuitas(Astuti
et al., 2022).

Dari uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
laporan dalam pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun oleh Desa Nogosari
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember belum sesuai dengan PSAP No. 01 secara
keseluruhan. Ketidaksesuaian tersebut karena hanya memuat empat dari tujuh jenis
laporan yang harus disajikan. Jenis laporan yang telah disajikan adalah 1) Laporan
Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, dan 4) Catatan Atas Laporan
Keuangan. Sedangkan yang belum tersaji adalah 1) Laporan Perubahan Awal Saldo
Anggaran Lebih, 2) Laporan Arus Kas, dan 3) Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Berdasarkan pada hasil dari ayat (2) Kepala Desa menjelaskan bahwa akan terus
melakukan penyesuaian dengan PSAP yang terbaru dan akan terus berkembang
melengkapi laporan-laporan sesuai PSAP No.l1 di tahun-tahun selanjutnya(Fitri &
Khotimah, 2022).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan,menunjukkan hasil sebagaimana
telah dijelaskan pada poin 2 diatas yaitu masih ditemukan ketidaksesuaian jenis laporan
yang dibuat dengan aturan dalam PSAP No. 01. Namun tidak seluruhnya yang tidak
sesuai, terdapat komponen-komponen lain yang telah sesuai dengan PSAP No. 01. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember telah berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan PSAP No. 01.
Namun dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian tersebut, pemerintah Desa Nogosari
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terus berupaya untuk memperbaiki
ketidaklengkapan jenis-jenis laporan menurut PSAP No. 01 pada tahun-tahun
mendatang.

Hasil wawancara yang mendalam antara penulis dengan perangkat desa, pihak
pemerintah desa menyadari adanya ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDes yang disusun dengan PSAP No. 01. Pihak pemerintah desa akan terus
berupaya membenahi laporan keuangan desa untuk tahun-tahun selanjutnya. Upaya
yang perangkat desa lakukan ialah dengan melakukan penyesuaian terhadap SAP
terbaru dan berkembang untuk memperbaiki kedepannya. Pihak pemerintah desa

melakukan penyesuaian tersebut dengan maksud agar laporan pertanggungjawaban
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realisasi APBDes yang disusun pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember menjadi lebih transparan dan akuntabel sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010(Martini et al., 2019).

Dari uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak
pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember masih akan terus
berupaya membenahi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes untuk tahun-
tahun anggaran selanjutnya. Upaya yang akan dilakukan dengan menyesuaikan jenus-
jenis laporan yang harus disajikan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 01. Begitupun
juga dengan kesesuaian komponen yang ada dalam tiap jenis laporan. Penyesaian
tersebut bertujuan untuk menjadikan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa
Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember lebih transparan dan akuntabel.

Berdasar pada pembahasan ketiga temuan di atas, simpulan yang diambil adalah
laporan realisasi APBDes Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah
selaras namun belum sepenuhnya dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Perihal yang
menyebabkan ketidaksesuaian tersebut ialah kurang lengkapnya jenis laporan yang
disajikan. Sebagaimana dalam PSAP No. 01 menyebutkan ada tujuh jenis laporan yang
disajikan. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun
Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember hanya menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pihak pemerintah desa akan berupa amelakukan penyesuaian terhadap SAP terbaru agar
laporan pertanggungjawaban menjadi lebih transparan dan akuntabel(Mais & Palindri,
2020).

Simpulan

Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah selaras dengan Pasal
70 ayat 1 dalam Permendagri tersebut yaitu laporan realisasi APBDes telah disampaikan
oleh Kepala Desa di akhir tahun anggaran yang disampaikan juga kepada BPD yang
merupakan wakil masyarakat desa. Lalu, Permendagri No 20 Tahun 2018 ayat 2 mengatur
mengenai waktu pelaporan realisasi APBDes, yaitu disampaikan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan Desa Nogosari Kecamatan
Rambipuji Kabupaten belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 01, karena hanya
memuat empat jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas

dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan yang diatur pada PSAP No.01 harus
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memuat tujuh jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan
Awal Saldo Anggran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kedepannya pemerintah
desa akan terus berupaya untuk memperbaiki ketidaklengkapan jenis laporan PSAP No.01
tersebut demi mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan

akuntabel.
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